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Keywords: Abstract. The implementation of the 2020 regional elections during a pandemic
Risk Covid-19 has pros and cons. The two parties demanded certainty in the security of
Management, the implementation of various aspects, especially the safety and health of all
Pandemic, participants in the regional elections. This study seeks to explain the impact of

Regional Election providing risk management training to PPS and KPPS officers. This research is a
qualitative research with a case study approach. The number of participants in this
study was 14 people. Data were collected by means of observation and interviews.
The results showed that the provision of risk management training could increase
the knowledge of PPS and KPPS officers regarding the risks that could arise during
the election process. Risk management training is one way to equip PPS and KPPS
officers in mitigating during the local elections. Massive training is required to
provide an understanding of potential risks and an understanding of the main
duties and functions of PPS and KPPS officers.

Katakunci: Abstrak. Pelaksanaan pilkada 2020 dalam masa pandemi mengalami pro-kontra.
Manajemen Kedua pihak menuntut adanya kepastian keamanan penyelenggaraan dari
Risiko, Pandemi, berbagai aspek, khususnya keselamatan dan kesehatan seluruh partisipan dalam
Pilkada pilkada. Penelitian ini berupaya menjelaskan dampak pemberian pelatihan

manajemen risiko pada petugas PPS dan KPPS. Penelitian merupakan peneltiian
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah
14 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian pelatihan manajemen risiko dapat
menambah pengetahuan petugas PPS dan KPPS terkait risiko-risiko yang dapat
muncul selama proses pilkada berlangsung. Pelatihan manajemen risiko
merupakan salah satu cara untuk membekali petugas PPS dan KPPS dalam
melakukan mitigasi saat pilkada berlangsung. Diperlukan pelatihan secara masif
untuk memberikan pemahaman tentang potensi risiko serta pemahaman tugas
pokok dan fungsi sebagai petugas PPS dan KPPS.
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1 PENDAHULUAN

Dilansir oleh Kompas.com (2020) Pemilu tahun 2019 menyisakan berita
buruk dengan meninggalnya 894 petugas KPPS dan 5.175 dalam kondisi sakit.
Beban kerja yang cukup besar diklaim menjadi penyebab banyaknya petugas
KPPS yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal. Sayangnya, peristiwa
tersebut hanya ditanggapi dengan peralihan proses penghitungan menjadi e-
rekapitulasi. Padahal fakta yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan (CNN,
2019) terdapat 13 penyakit yang menyebabkan petugas KPPS tersebut
meningal dunia. Fakta ini tentu menolak anggapan petugas KPPS meninggal
karena kelelahan. Faktor kesehatan menjadi isu utama dalam
penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.

Menilik pelaksanaan Pilkada tahun 2020 nanti, proses pesta demokrasi
kali ini menjadi sangat berbeda karena adanya pandemi. Isu kesehatan yang
pernah terjadi pada Pemilu 2019 lalu menjadi lebih berat karena adanya
faktor kesehatan lain pada pilkada tahun ini. Pilkada di tengah pandemi ini
juga telah banyak disorot banyak pihak, baik yang pro pelaksanaan maupun
kontra pelaksanaan. Hal ini ditambah dengan belum menurunnya angka
penyebaran Covid-19 yang justru semakin hari semakin meningkat grafiknya
(detiknews.com, 2020).

Permasalahan klasik terkait penyelenggaraan pemilu maupun pilkada
adalah ketersediaan sumber daya manusia. Beberapa daerah penyelenggara
pilkada nyatanya masih belum bisa mencapai target pendaftar, seperti yang
terjadi di Kota Samarinda (Kaltim Today, 2020) dan Kabupaten Indramayu
(Ayocirebon.com, 2020) meskipun honorarium pada pilkada 2020 mengalami
kenaikan. Ismanu (2020) menjelaskan berdasarkan hasil analisis
penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, terdapat 3 faktor utama
dalam rekrutmen petugas KPPS. Pertama, informasi rekrutmen yang terbatas,
hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Kedua, honor yang tidak sesuai
dengan beban kerja. Ketiga, informasi rekrutmen pada masyarakat yang
memiliki ekonomi rendah semakin dipersempit karena dianggap akan
menguntungkan salah satu calon anggota legislatif.

Problem-problem yang terjadi pada sumber daya manusia petugas PPS
dan KPPS adalah disproporsionalitas beban tugas (Susanto, 2017) yang
mengakibatkan pada kinerja yang tidak beraturan serta melakukan hal-hal
yang bukan menjadi wewenangnya. Temuan Gorantokan (2018) pada
penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Provinsi DI Yogyakarta adalah
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ketidaktahuan KPPS terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran pada proses
administratif. Hal senada juga diungkapkan oleh Sugihariyadi dan Rahardjo
(2015) terkait profesionalitas petugas KPPS di kabupaten rembang. Lebih
lanjut, Rahmad dan Fahmi (2019) mengajukan tawaran rekonstruksi tugas
petugas KPPS sebagai refleksi penyelenggaraan pemilu 2019 berupa
pembagian tugas diantara petugas KPPS, proses rekapitulasi serta
pemahaman dampak yuridis dari proses pemungutan hingga penghitungan
suara.

Terkait dengan pandemi, permasalahan sumber daya manusia menjadi
bertambah terkait kesadaran pentingnya kondisi kesehatan. Beberapa
petugas kpps di jawa tengah misalnya, menolak melakukan rapid tes karena
takut hasilnya akan reaktif (Kompas, 2020b), padahal 70 orang calon kepala
daerah terindikasi positif covid-19 dan 3 diantaranya meninggal dunia (CNN,
2020b) meskipun hal ini ditolak oleh KPU karena dianggap sudah sakit
sebelum mengikuti tahapan pilkada. Contoh lain, KPU Kota Denpasar telah
melaksanakan rapid test pada 10.818 orang anggota KPPS dan mendapati
hasil 1.106 orang reaktif covid-19 (CNN, 2020a).

Problem-problem diatas memperlihatkan peliknya menjadi petugas
PPS dan KPPS sebagai garda terdepan dalam proses pemungutan dan
penghitungan suara. Adanya buku panduan bagi petugas PPS dan KPPS
setebal 112 halaman tidak menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh petugas
KPPS. Hal ini belum banyak dipahami oleh petugas PPS dan KPPS. Adrianus
Meliala, anggota Ombudsman Rl menyatakan bahwa KPU sebagai
penyelenggara pemilu maupun pilkada tidak memberitahukan risiko menjadi
petugas KPPS kepada pendaftar (Tirto.id, 2019). Pemberitahuan hanya terkait
tugas selama menjadi KPPS, teknis penyelenggaraan pemungutan dan
penghitungan suara. Adhyaksa (2020) mengkritisi pemerintah sebagai pihak
yang harus bertanggungjawab terhadap keselamatan petugas PPS dan KPPS,
tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga pada aspek-aspek lainnya.

Pilkada Kabupaten Kediri kali ini sedikit berbeda karena hanya ada satu
pasangan calon yang mendaftar. 28 pilkada serentak yang akan dilaksanakan
pada tahun 2020 ini, terdapat 25 daerah yang hanya memiliki calon tunggal
termasuk didalamnya adalah Kabupaten Kediri. Adanya calon tunggal
tersebut tidak mengurangi risiko-risiko dalam proses penyelenggaraan
pilkada. Penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2018 misalnya, pilwali
yang diadakan di Kota Makassar secara mengejutkan memenangkan kotak
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kosong (Detik, 2018). Hal ini menjadi satu perhatian tertentu untuk
menghadapi adanya relawan kotak kosong karena tidak terakomodasinya
aspirasi masyarakat pada calon tunggal tersebut. Risiko selama pelaksanaan
pilkada pasti akan tetap ada.

Manajemen risiko adalah sebuah proses terstruktur dan sistematis
dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengembangan cara-cara
alternatif dalam penanganan risiko, dan proses monitoring serta
pengendalian penanganan risiko (Djohanputro, 2008). Menurut Kildow (2014
dalam Alihodzi¢, 2016)), manajemen risiko adalah kebijakan, prosedur dan
praktik yang terlibat dalam identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan
penghindaran, minimalisasi atau penghilangan risiko yang tidak dapat
diterima. Adapaun manajemen risiko pemilu merupakan upaya sistematis
yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran
situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu,
untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu
(Alihodzi¢, 2016).

Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada menemukan adanya
lemahnya manajemen risiko yang diberikan kepada petugas PPS dan KPPS
(Tribunnews.com, 2019). Menanggapi tetap diadakannya pilkada serentak
tahun 2020 ini, Eko Prasojo yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas [Imu
Administrasi Universitas Indonesia mendorong pemerintah untuk menyusun
mitigasi risiko pelaksanaan pilkada tahun 2020 (BeritaSatu.com, 2020).
Berkaca dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pemerintah memang
sudah menjamin anggota KPPS melalui skema asuransi, tetapi itu diberikan
setelah adanya kejadian petugas KPPS yang jatuh sakit bahkan sampai
meninggal dunia, sebab secara undang-undang tidak terdapat regulasi yang
mengatur untuk jaminan kesehatan (Sejati & Darmaningtyas, 2019).

Berangkat dari problematika tersebut, penulis menginisiasi sebuah
kegiatan yang bertajuk Pelatihan Manajemen Risiko pada Petugas PPS dan
KPPS yang mengambil lokasi di Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten
Kediri. Kegiatan ini ditujukan untuk memberitahukan kepada petugas PPS dan
KPPS akan risiko-risiko yang akan dihadapi selama proses pilkada berlangsung
dari pra pilkada hingga pasca pilkada.
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2 METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus instrumental. Pendekatan yang dipilih digunakan untuk memahami
pengetahuan partisipan setelah mendapatkan pelatihan manajemen risiko.
Partisipan pada penelitian ini berjumlah 14 orang dengan rincian 6 orang
petugas PPS dan 8 orang ketua KPPS. Partisipan diberikan tentang
manajemen risiko oleh narasumber ahli di bidangnya. Pengumpulan data
menggunakan observasi dan wawancara. Peneliti hadir sebagai observer as
participant untuk mengikuti langsung proses pelatihan yang diberikan. Data
yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan jenis Data
Driven, yaitu analisis data secara induktif dari data yang sudah dikumpulkan
(Boyatzis, 1998).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan manajemen risiko ini dilaksanakan pada hari sabtu, 21
November 2020 di Balai Desa Bendosari Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
Acara di mulai pukul 13.30-15.00 WIB. Narasumber yang dihadirkan adalah
psikolog industri dan organisasi. Adapun materi yang diberikan selama
pelatihan adalah: a) pengetahuan umum tentang pelaksanaan pra pemilu
hingga pasca pemilu, b) potensi konflik yang terjadi selama pra hingga pasca
pemilu. Masuk pada materi utama terkait manajemen risiko, partisipan
diberikan pengetahuan tentang identifikasi risiko dan penentuan tindakan
yang akan dilakukan.

Pada proses pemahaman tentang identifikasi risiko, partisipan
diberikan pemahaman tentang faktor internal dan eksternal sebagai pemicu
risiko. Secara internal, risiko yang bisa muncul apabila proses perencanaan
dari pihak penyelenggara tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
Misalnya data daftar pemilih tetap yang tidak sesuai, alat pendukung
pemungutan dan penghitungan suara vyang tidak sesuai, jadwal
penyelenggaraan yang kacau, sumber daya manusia yang kurang memadai,
serta sengketa hasil pemilu.

Faktor eksternal yang menjadi risiko bisa berupa kondisi sosial-ekonomi
yang beragam, pemberitaan media yang tidak seimbang, adanya provokator
selama proses pemilu berlangsung, hingga faktor non teknis seperti hujan
lebat, banjir, bencana alam lain yang membuat proses pilkada terhambat.
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Penjelasan mengenai risiko-risiko yang bisa muncul selama proses
pemilu tersebut dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tindakan yang
harus diambil atau dibuat untuk antisipasi risiko-risiko yang sudah dipetakan.
Partisipan secara khusus diberikan pemahaman tentang manajemen emosi
dalam menghadapi protes ataupun faktor eksternal lainnya. Tujuan
pemberian manajemen risiko yang lebih spesifik dengan asumsi terkait
problem internal sudah ditangani oleh PPK selaku pengawas dan penanggung
jawab petugas PPS dan KPPS di tingkat desa dan dusun. Faktor eksternal
menjadi fokus utama karena sifatnya yang teknis dan non teknis.

Partisipan diberikan pemahaman tentang manajemen emosi.
Partisipan yang telah memahami bagaimana melakukan identifikasi risiko
secara internal dan eksternal, diminta untuk bisa mengatur sisi emosi sebagai
salah satu faktor manajemen risiko yang harus mendapat perhatian ekstra.
Partisipan diberikan pemahaman bahwa emosi tidak hanya terkait dengan
marah, emosi merupakan ekspresi perasaan hati yang bisa berupa marah,
bahagia, jijik, takut, sedih atau terkejut. Pada bagian ini terlihat beberapa
partisipan baru memahami tentang emosi.

Pada sesi tanya jawab dengan narasumber, terdapat partisipan yang
tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai KPPS. Partisipan tersebut
menanyakan langkah apa yang diambil ketika terjadi sengketa hasil pilkada.
Partisipan mendapat penjelasan mengenai tugas KPPS bahwa sengketa hasil
pilkada bukan menjadi wilayah KPPS, melainkan PPK sebagai pengawas dan
penanggung jawab pelaksanaan pilkada mulali tingkat dusun hingga
kecamatan.

Selama mengikuti dan mengamati proses pelatihan yang diberikan,
terlihat partisipan mendapatkan pemahaman baru terkait tugas yang
seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Partisipan juga mulai
memahami tentang hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga mampu
melakukan identifikasi risiko-risiko yang akan mereka hadapi serta bagaimana
cara yang akan dihadapi. Partisipan di akhir pelatihan juga sudah mampu
mempersiapkan diri untuk menyambut proses pilkada yang akan segera
berlangsung.

Diskusi

Pelatihan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk perhatian
terhadap kondisi petugas PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pilkada. Pelatihan
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ini merujuk pada laporan tahunan Ombudsman Rl yang salah satu
bahasannya terkait pelaksanaan pemilu tahun 2019 (Ombudsman, 2019).
Terjadi maladministrasi yang menyebabkan petugas KPPS jatuh sakit bahkan
sampai meninggal dunia. Adrianus Meliala (Tirto.id, 2019) lebih lanjut
menjelaskan bahwa banyak peserta KPPS yang tidak tahu apa yang menjadi
hak dan kewajibannya. Hal ini pula yang membuat asumsi bahwa petugas PPS
dan KPPS juga tidak bisa melakukan mitigasi dalam proses pemilu saat itu,
karena tidak mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan pilkada kali ini yang akan berlangsung dalam kondisi
pandemi telah mendapat pandangan pro-kontra. Sempat terhenti karena
adanya pandemi, proses pilkada tahun 2020 akhirnya dilanjutkan kembali.
Hasil penelurusan IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)
selama delapan bulan (februari-november 2020) sejak pandemi berlangsung
menunjukkan bahwa terdapat 73 negara yang mengambil keputusan untuk
menunda menyelenggarakan pemilu, 39 negara dipastikan menunda pemilu.
Data berikutnya, dari 84 negara yang memutuskan tetap melaksanakan
pemilu, 67 negara telah melaksanakan pemilu.

Catatan yang dibuat oleh Herdiansyah Hamzah (Hamzah, 2020)
menjelaskan bahwa partisipasi pemilih pada negara yang tetap menggelar
pemilu di tengah pandemi mengalami penurunan. Hal ini sangat berbeda
dengan keyakinan KPU yang menilai partisipasi pemilih pada pilkada 2020
justru akan meningkat. Polandia dan Korea Selatan menjadi contoh suksesnya
pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Korea Selatan justru mengalami
peningkatan sebesar 8,18% dari pemilu sebelumnya, serta polandia yang
mengalami peningkatan partisipasi sebesar 12.54% dari penyelenggaraan
pemilu sebelumnya.

Data tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri serta menjadi pemacu
tetap diadakannya pilkada pada tahun 2020 ini. Tetapi hal tersebut tidak
membuat upaya penyelenggara pemilu untuk memberi perhatian lebih pada
petugas PPS dan KPPS sebagai garda terdepan dalam proses pemungutan dan
penghitungan suara. Lebih lanjut Hamzah (Hamzah, 2020) memetakan
potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi pada proses pilkada tahun ini.
Potensi pelanggaran tersebut diantaranya adalah pragmatisme politik,
ancaman keselamatan warga terkait penyebaran virus covid-19, hak pilih
warga yang terancam karena pandemi serta politisasi bansos terkait covid-
19.
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Terkait hal tersebut, pelatihan yang diberikan sudah sangat jelas
menjelaskan tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang harus dihadapi
oleh petugas PPS dan KPPS selama penyelenggaraan pilkada. Partisipan juga
mulai menyadari menjadi petugas PPS dan KPPS tentu sangat berat, meskipun
hanya ada satu calon tunggal. Kubu pro dan kontra terkait pelaksanaan
pilkada di tengah pandemi juga mengajukan syarat yang sama jika harus tetap
dilakukan, yakni pelaksanaan teknis yang tidak merugikan siapapun dalam
pelaksanaan nanti (Rizki & Hilman, 2020).

Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi tentu mensyaratkan
banyak hal, utamanya jaminan keselematan pada pemilik hak pilih juga
seluruh lapisan penyelenggara. Menurut Nuryanti dkk (Nuryanti, Sweinstani,
& Sorik, 2020), ada empat hal yang harus diperhatikan dalam
penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Pertama, kesehatan dan
keselamatan bagi penyelenggara, peserta dan pemilih. Kedua, format
pelaksanaan pilkada yang aman dari Covid-19. Ketiga, kualitas pelaksanaan
demokrasi di daerah. Keempat, isu anggaran dan permasalahan teknis
lainnya. Setidaknya, pelatihan yang diberikan sudah mencakup aspek
pertama dan keempat pada bagian teknis, sebab bagian kedua dan ketiga
murni terkait internal di KPU yang tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu ketua
KPPS mengenai sengketa politik, pelatihan ini juga telah memberikan
wawasan baru terkait apa yang menjadi tanggung jawab ketua KPPS dan
anggotanya. Hal tersebut menjawab permasalahan disproporsionalitas
beban tugas KPPS yang disimpulkan oleh Susanto (Susanto, 2017) terkait
analisisnya pada penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014.

Pelatihan ini juga menjawab terkait rekonstruksi pembagian tugas KPPS
yang ditawarkan oleh Rahmad dan Fahmi (Rahmad & Fahmi, 2019).
Manajemen risiko yang diberikan pada pelatihan ini juga mencakup
bagaimana masing-masing anggota memahami dan akan menjalankan tugas
sebagaimana yang telah diberikan oleh masing-masing ketua KPPS.
Manajemen risiko yang diberikan sifatnya lebih pada persiapan secara
individual, sebab secara kelompok sudah menjadi tanggung jawab PPK
sebagai koordinator bagi masing-masing PPS.
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4 KESIMPULAN

Pemberian pelatihan manajemen risiko pada petugas PPS dan KPPS
yang telah dilakukan banyak memberikan manfaat serta direspon positif.
Pelatihan manajemen risiko mampu memberikan wawasan baru terkait tugas
pokok, fungsi, serta beban tugas yang benar-benar menjadi tanggung jawab
mereka sebagai petugas PPS dan KPPS. Pelatihan ini juga membekali masing-
masing petugas kemampuan untuk menganalisa munculnya risiko selama
pelaksanaan pilkada, namun juga mampu memberikan gambaran akan
tindakan yang mereka ambil ketika menghadapi problem selama proses
pilkada berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membekali petugas PPS
dan KPPS pengetahuan tentang mitigasi akan risiko-risiko yang akan dihadapi
selama pelaksanaan pilkada. Bagi peneliti selanjutnya, tahapan pemberian
pelatihan manajemen risiko bisa ditingkatkan pada level praktikum untuk
memberikan gambaran langsung problem-problem yang akan terjadi saat
pilkada berlangsung. Adapun bagi penyelenggara pilkada, pelatihan ini
diharapkan bisa menjadi salah satu agenda penting selain bimbingan teknis
yang sifatnya hanya terjadi pada hari pelaksanaan pilkada, padahal risiko bagi
petugas PPS dan KPPS bisa terjadi pra sampai pasca pilkada.
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